ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIAAN TEMPAT SAMPAH DI
ANGKUTAN UMUM DAMRI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN
PASAL 30 JO. PASAL 49 AYAT (1) HURUF N PERDA NO. 11 TAHUN 2005
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN
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Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perarutan Daerah Kota Bandung Nomor
11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
mengatur bahwa setiap kendaraan yang berada di Kota Bandung wajib dilengkapi
tempat sampah, jika tidak melengkapi akan dikenakan biaya paksa, dan/atau sanksi
administrasi, izin trayek, penempelan stiker pelanggar dan/atau pengumuman di media
massa. DAMRI sebagai perusahaan umum angkutan penumpang milik pemerintah harus
turut serta dalam menyediakan tempat sampah dan sekaligus harus menjadi pelopor
dalam melaksanakan suatu peratura.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum DAMRI
Kota Bandung, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam
melaksanakan penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan
umum DAMRI Kota Bandung, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh
pemerintah Kota Bandung dalam penegakan hukum terhadap penyediaan tempat
sampah di angkutan umum DAMRI Kota Bandung sesuai dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49
Ayat (1) Huruf n Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran mengenai fakta-fakta pelaksanaan
Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n di lapangan bahwa aturan tersebut belum
dilaksanakan dengan baik, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang
mengkaji norma hukum dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum
primer yaitu Peraturan Daerah' Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1)
Huruf n Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan belum berjalan dengan baik, karena penegakan
hukum secara tahapan preventif dan represif kepada DAMRI belum optimal bahkan ada
yang belum dilaksanakan, Pemerintah telah berupaya meningkatkan sosialiasi secara
masif kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bandung, menjalin kerja sama
yang baik dengan lembaga terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Perusahaan Umum DAMRI, meningkatkan
kualitas sumber daya manusia penegak hukum, mengadakan tim khusus terkait
penegakan tempat sampah dan sebagainya, akan tetapi upaya tersebut masih perlu
ditingkatkan.
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